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<b>ABSTRAK</b><br>

<p><strong>Abstrak</strong></p><p style=text-align: justify;>Seiring pembagian kekuasaan kepada
Pemerintah Daerah, yang membutuhkan sumber pendanaan guna menjalankan roda pemerintahan maka
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipilih sebagal salah satu jenis pagjak yang
diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi.Adapun studi kajian dilakukan di Kota Pematangsiantar dimana telah ditetapkan Perda
No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Pengalihan tersebut dijumpal beberapa masalah yaitu
bagaimana pemungutan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebelum dan sesudah
berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagaimana mekanisme
dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB P2 di Kota Pematangsiantar yang memenuhi asas kepastian,
Bagaimana upaya hukum Pemerintah K ota Pematangsiantar untuk dapat menagih PBB P2 yang terutang
sebelumnya dikelola pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ketika terjadi Pengalihan.</p><p
style=text-align: justify;>Metode penelitian yang dilakukan adal ah penelitian yuridis normatif atau doktrinal
dan pendekatan yang dilakukan ialah melalui pendekatan perundang-undangan (<em>Statute
Approach</em>). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Penelitian
Kepustakaan (<em>library research</em>) dan Wawancara pada Kantor Badan Pendapatan, Pengel olaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar yang digunakan untuk memperoleh data.</p><p
style=text-align: justify;>Dengan diterbitkannya Peraturan daerah Kota Pematangsiantar No.6 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, makatelah beralih pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah K ota Pematangsiantar. Nilai Jual Objek Pajak Kota
Pematangsiantar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang diperbaharui tiap tahun guna
memenuhi asas kepastian hukum dan Pemerintah K ota Pematangsiantar dalam upaya penagihan utang pajak
baik sebelum dialihkan kepada Pemerintah K ota Pematangsiantar maupun sesudah dikelola pemungutannya
oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar diberikan kewenangan untuk dapat menagih dengan paksa sesuai
dengan UU No.19 Tahun 2000, sampai saat ini Pemerintah Kota Pematangsiantar menggunakan upaya
dengan cara teguran guna memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p><p style=text-align: justify;>Kata Kunci : Pemerintah
Daerah, Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Nilai Jual Objek Pajak.
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</p><hr /><p><strong>Abstract</strong></p><p style=text-align: justify;>As the distribution of power to


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20482993&lokasi=lokal

the Regional Government, which requires funding sources to run the government, the Land and Rural and
Urban Building Taxes (PBB P2) are selected as one type of tax that islevied to the Regional Government
based on Law No0.28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution. The study was carried out in
Pematangsiantar City where Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning Regional Taxes was established.
In the transition found several problems, namely how to collect PBB P2 from the Central Government to the
Regiona Government before and after the enactment of Law No0.28 of 2009 concerning Regional Taxes and
Regional Retributions, How is the mechanism in determining the Selling Vaue of PBB P2 Tax Objectsin
Pematangsiantar City that meets the principle certainty, How isthe legal effort of the Pematangsiantar City
Government to be able to collect the PBB P2 owed previously managed by the central government to the
regional government when the transition occurs.</p><p style=text-align: justify;>The research method used
isnormative or doctrinal juridical research and the approach taken is through the Statute Approach. Data
collection techniques in thiswriting are carried out by means of Research Library (library research) and
Interviews at the Regional Office of Revenue, Financial and Asset Management of Pematangsiantar City
which are used to obtain data.</p><p style=text-align: justify;>With the issuance of Pematangsiantar City
Regional Regulation No.6 of 2011 concerning Regiona Taxes, it has switched the collection of Land and
Rural and Urban Taxes from the Central Government to the Pematangsiantar City Government. The
Pematangsiantar City Tax Object Selling Vaue is determined based on the Mayor's Decree renewed
annually to fulfill the principle of legal certainty and the Pematangsiantar City Government in the effort to
collect tax debt before being transferred to Pematangsiantar City Government or after being managed by
Pematangsiantar City Government is given the authority to be able to collect Forcibly in accordance with
Law No.19 of 2000, until now the Pematangsiantar City Government uses efforts by means of reprimand to
provide awareness for taxpayers to make payments for Land and Rural and Urban Taxes.</p>



